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Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam 

pelayanan kebutuhan masyarakat. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur 

tentang BBM, tetapi masih banyak terjadi tindak pidana pengoplosan BBM untuk 

memperoleh keuntungan sendiri. Salah satu kasus tindak pidana pengoplosan 

BBM yaitu Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, dalam kasus tersebut 

terdakwa bernama M. Basir Bin Simpar dijatuhi Pasal 53 Huruf (d) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana niaga BBM tanpa izin dengan pidana penjara 

sepuluh bulan oleh Hakim. Permasalahannya adalah bagaimanakah penjatuhan 

pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pengoplosan BBM dan 

apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak tindak pidana 

pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan secara 

substantif. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Kemudian data-data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier, untuk memperkuat analisis dengan melakukan wawancara secara 

langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan 

secara kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penjatuhan pidana terhadap tindak 

pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat ketentuan yang dilanggar pelaku 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat aspek yuridis dan aspek non 

yuridis. Selain itu hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengoplosan 

BBM telah mempertimbangkan keadilan substantif. Berdasarkan kesalahannya 

pelaku divonis hakim pidana penjara selama sepuluh bulan karena telah 

memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri 

Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili terdakwa menyimpulkan bahwa  
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seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah 

terpenuhi. 

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam skripsi ini yaitu hakim yang menangani 

tindak pidana pengoplosan BBM diharapkan untuk kembali mempertimbangkan 

fakta yang terjadi di masyarakat untuk dapat memberikan sanksi pidana yang 

maksimal agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pengoplosan bahan bakar 

minyak dan hakim dapat menggali lebih dalam tentang kebenaran materil maupun 

formil serta nilai-nilai keadilan baik pelaku maupun korban yaitu masyarakat 

dalam perkara tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak dan hakim dapat 

mengupas tuntas kasus penjualan bahan bakar minyak oplosan hingga ke akarnya 

agar tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat yang akan datang. 

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Bahan Bakar Minyak, Tindak Pidana   

                      Pengoplosan, Putusan Hakim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN  

HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  

PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK  

 (Studi Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns) 

 

 

 

Oleh 

DEDY MOCHAMAD RAMADHAN  

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021 



Judul Skripsi               : ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM  

  PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  

  TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BAHAN  

  BAKAR MINYAK  

  (Studi Putusan No:443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns)    

 

Nama Mahasiswa : DEDY MOCHAMAD RAMADHAN  

 

No. Pokok Mahasiswa : 1712011276 

 

Bagian : Hukum Pidana 

 

Fakultas : Hukum  

 

 

 

MENYETUJUI 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  Dona Raisa Monica, S.H., M.H. 

NIP 196112311989031023   NIP 198607022010122003 

 

 

 

2. Ketua Bagian Hukum Pidana 

 

 

 

Tri Andrisman, S.H., M.Hum. 

NIP 196112311989031023 

 

 



 

MENGESAHKAN 

1. Tim Penguji 

Ketua     : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  ........................ 

Sekretaris/Anggota    : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.  ........................ 

Penguji Utama    : Eko Raharjo, S.H., M.H.   ........................ 

2. Dekan Fakultas Hukum  

 

 

 

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. 

NIP 196412181988031002 

 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi:  



 

 

 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Dedy Mochamad Ramadhan  

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011276 

Bagian    : Hukum Pidana 

Fakultas   : Hukum 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penjatuhan 

Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan 

Bahan Bakar Minyak(Studi Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns)” 

adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi 

ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila 

kemudian hari terbukti bahwa skrisi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang 

lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik 

yang berlaku. 

 

       Bandar Lampung,  

       Penulis 

 

 

 

 

 

       Dedy Mochamad Ramadhan  

       1712011276 



 

RIWAYAT HIDUP 

Nama lengkap penulis adalah Dedy Mochamad Ramadhan, 

penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 

Desember 1999. Penulis adalah anak ketiga dari empat 

bersaudara, dari pasangan Bapak Suparyono dan Ibu Marini.  

 

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rawa Laut Bandar 

Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011, SMPN 23 Bandar Lampung yang 

diselesaikan pada Tahun 2014, dan SMA YP UNILA Bandar Lampung yang 

diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017 dalam program 

pendidikan Strata 1 (S1). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa 

Gunung Sugih, Kecamatan Batu Brak, Kapubaten Lampung Barat pada Tahun 

2020. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam 

mengikuti organisasi kampus yakni sebagai Staff Social Founding UKM-F 

PERSIKUSI Unila periode 2018-2019, Wakil Kepala Dinas Pengembangan 

Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM FH Unila periode 2019-2020, anggota 

aktif Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Periode Tahun 2019-2020, 

dan Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Periode 

2020-2021. 

 



 

MOTTO 

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”. 

(Q.S. Al-Insyirah : 6) 

 

“Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(Q.S. Al-Insyirah : 8) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 
 

 

Atas Ridha Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada: 

 

Kedua Orang Tua Tercinta,  

Ayahanda Suparyono dan Ibunda Marini 

 

Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, 

menodakan, dan berkorban, terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta luar 

biasa yang akan terus menjadi alasanku untuk terus melangkah menjadi anak 

yang dapat membanggakan kalian. 

 

 

Kakakku dan Adikku Tercinta, 

Andri Bramanto, S.E., Yulianton Azhar Ibrahim, S.Pd., M.Pd., dan  

Satrya Wahyu Abdullah yang senantiasa memberiku kasih sayang dan 

 Semangat serta doa untuk meraih impianku. 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

Almamater Tercinta, Universitas Lampung 

 

 



 

SANWACANA 

 

Alhamdulilahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 

karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha 

(Studi Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns)” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 

untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan 

untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini 

penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali 

ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-

besarnya terhadap: 

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung; 

2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang dengan 



sabar telah membimbing, memberikan saran dan juga masukan, serta telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan 

baik; 

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas 

kerendahan hati, kesabaran telah membimbing, serta kesediaan untuk 

meluangkan waktunya guna memberikan, saran, masukan juga nasihat dalam 

mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini; 

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang dengan sabar 

telah memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga 

dapat terselesaikan dengan baik; 

7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II memberikan banyak 

saran dan juga masukan dalam seminar I dan II serta memberi nasihat dalam 

penyelesaian skripsi ini;  

8. Ibu Martha Rianandha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan; 

9. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku dosen pada saat konsultasi 

judul skripsi yang telah memberikan masukan terkait penulisan skripsi ini; 

10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya 

Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu 

yang bermanfaat bagi saya dan telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

sangat berharga; 



11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada 

bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Bu Asmawati, dan Mba Tika dan yang selalu 

membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian; 

12. Bapak Rama Wijaya Putra, S.H., M.H. selaku Hakim yang telah  bersedia 

meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun  skripsi dan 

menjadi narasumber di dalam penelitian ini; 

13. Bapak Anugrah Sebayang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua yang telah  

bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun  

skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini; 

14. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan 

masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini; 

15. Orang tua penulis, Bapak Suparyono dan Ibu Marini yang selalu senantiasa 

memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan di setiap 

langkah yang ditempuh. Terima kasih atas seluruh jasa yang tidak akan 

sanggup terbalaskan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan 

dan limpahan rahmat bagi bapak dan ibu; 

16. Kepada kedua kakakku, Andri Bramanto, S.E. dan Yulianton Azhar Ibrahim, 

S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan arahan dalam pelajaran kehidupan dalam 

keluarga untuk menjadi pribadi lebih baik. Terima kasih karena telah selalu 

meluangkan waktunya untuk adikmu. Terima kasih pula kupersembahkan 

untuk Adikku Satrya Wahyu Abdullah, yang selalu memberikan hiburan dan 

semangat kepadaku dalam proses naik turunnya dan segala hambatanku dalam 



menyelesaikan penulisan srikpsi ini. Semoga Allah selalu memberikan 

kesehatan dan berkah dalam hidup kalian saudara-saudaraku tersayang; 

17. Teruntuk orang spesial dalam hidupku, Nadya Rosalina Ayu Ningsih yang 

telah memberikan doa, memberikan dukungan, memberikan semangat, 

memberikan motivasi dan kesabaran yang tidak henti-hentinya dalam hidup 

ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini; 

18. Kucing kesayanganku, Lyong yang telah menemani, menghibur penulis disaat 

sedang merasa lelah dan letih setelah hari-hari penuh kegiatan;  

19. Sahabatku selamanya dari awal Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut yaitu 

Rama Eldhy, Alif Estrada dan Alm. Tio Nurfahmi yang selalu memberikan 

semangat, memberikan saran, dan memberikan dukungan selama lebih dari 

dua belas tahun. Semoga kita dapat terus berhubungan baik, dan semoga kita 

dapat sukses dipertemukan dalam puncak tertinggi kehidpuan aamiin;  

20. Sahabat-sahabatku dari awal Sekolah Menengah Atas SMA YP UNILA Edo 

Ferondika, Maulana Hanif, Sulthan Dzikri, Chalvin Yudha Tama, Aldo Prima 

Arya, Gilang Kamadanu, Ari Wijaya, Dion Ricky, dan Ghea Meidy, S.H. yang 

selalu menemani kehidupan penulis, untuk canda tawa kebahagiaan dan selalu 

memberikan dukungannya. Semoga kita dapat terus berhubungan baik, 

menjadi setiap orang yang mempunyai ciri khas masing-masing dan semoga 

kita semua menjadi orang sukses nantinya; 

21. Sahabat-sahabatku dari awal Sekolah Menengah Pertama SMPN 23 Bandar 

Lampung, Rafli Ibrahim, Arya Mahardica, Faris Zamzami, Hasan Wijaya, 

Muhammad Fariki, Sulthan Angger, Saatria Bagaskara, Abdulatif Jati 

Gumilang, Kevin Akbar, yang selalu menghambatku dalam proses 



mengerjakan skripsi. Terima kasih atas hiburan, semangat dan dukungannya 

selama ini, semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya dan 

melanjutukan trip jalan-jalan kita; 

22. Sahabat-sahabatku Pance Grup yaitu Adji kurniawan, Karin Mega Putri, Nita 

Fadliyah, Siti Dian Nata, yang selalu mendengarkan keluh keasahku, 

memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi, memberikan saran, dan 

selalu baik hati kepadaku, terima kasih untuk segala waktunya, semoga kelak 

kita selalu berhubungan baik dan menjadi sukses; 

23. Sahabat-sahabat seperjuanganku berproses dalam berkampus Kikije yaitu M. 

Mervi Agung, Harsa Billy, Zandra Ahmad, Mohamad Raihan, M. Ilham, 

Angga Ferdinand, Alfan Tri Permana, M. Farel Firdiansyah, M. Affan Rizky, 

Rafi Sinatrya, Sulthan Haidirsyah, Boy Zakiy, Al Aziz Airlangga, dan 

Kohaboy lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas semua pembelajaran, pengalaman, proses, kekeluargaan dari mulai kita 

lahir hingga semoga kelak menjadi pribadi yang sukses; 

24. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila 

Angkatan 2017, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima 

kasih kanda, yunda, saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan 

rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik 

sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti 

keluarga; 

25. Sahabat-sahabatku masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung yaitu M. Dhiya Arkhan, Stevanus Shenvin,  Dhella Fahmi, Aulia 

Ade Puspita, Vienna Egitha, Imelta Santalove, Nadira Meutia, yang selalu 



menemani kehidupan kuliah penulis dan selalu memberikan dukungan selama 

masa perkuliahan. Semoga kita dapat terus berhubungan baik dan semoga kita 

semua menjadi orang sukses nantinya; 

26. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Tranformasi 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Presidium Pengurus, Staff, BIM yang 

namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.  Terima kasih atas waktunya, 

kerjasama, dan proses berkampus, semoga kelak kita menjadi orang sukses 

dan dipertemukan dalam puncak tertinggi dalam kehidupan; 

27. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi 

pengurus dan memberikan pelajaran yang berharga untuk kedepannya; 

28. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak 

kenangan, ilmu, teman hingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik; 

29. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis 

mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman 

dalam penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 

 

Bandar Lampung,    

Penulis 

 

 

 

Dedy Mochamad Ramadhan 



 

DAFTAR ISI 

Halaman 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  .........................................................................1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..........................................................7 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................7 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..........................................................9 

E. Sistematika Penulisan .............................................................................15 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan ..............................................................17  

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana........................22 

C. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi .................................................24 

D. Tindak Pidana Terhadap Pengoplosan Bahan Bakar Minyak .................27 

E. Keadilan Substantif  ................................................................................31 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ................................................................................34 

B. Sumber dan Jenis Data ............................................................................34 

C. Penentuan Narasumber............................................................................36 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ........................................36 

E. Analisis Data ...........................................................................................37 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak  

Dalam Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns..........................39 



B. Penjatuhan Pada Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.GNS  

Dapat Diterima Secara Hukum dan Memenuhi Rasa Keadilan  

Substantif ................................................................................................69 

V. PENUTUP 

A. Simpulan .................................................................................................86 

B. Saran ........................................................................................................88 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber 

daya alam. Hasilnya yaitu berupa bahan galian yang meliputi emas, minyak, gas 

bumi, perak, batu bara, dan lain-lain. Minyak dan gas bumi  merupakan salah satu 

hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan bagi kesejahteraan 

seluruh rakyat Indonesia dimana minyak dan gas bumi telah memberikan 

pendapatan yang terbilang cukup besar terhadap penerimaan Negara.1 

 

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam 

pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-

negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju 

sekalipun.2 Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang peranan penting 

dalam penyediaan bahan baku industri, sehingga kebijakan pengelolaannya harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu dituangkan secara yuridis dalam Pasal 33 

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Sumber Daya Alam 

menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

 
1 CNBC Indonesia, Penyalahgunaan BBM di 2019 makin tinggi 404 Kasus, Di akses pada hari 

Selasa tanggal 8 Juni 2020. pukul 16.22 WIB. 
2 BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. 
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dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

 

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, 

dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Secara spesifik pengoplosan bahan 

bakar minyak palsu diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan bahan bakar minyak tanpa izin diatur 

dalam Pasal  53  Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi.3 

 

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) di atur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari 

kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dalam kegiatan usaha hulu 

dijelaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang 

terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan 

kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan 

dengan kontak kerjasama oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pada kegiatan 

usaha hulu. Sedangkan dalam kegiatan usaha hilir mencangkup kegiatan usaha 

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang harus mempunyai izin 

usaha dari Pemerintah. 

 
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
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Penyalahgunaan bahan bakar minyak merupakan kegiatan mengolah, membeli, 

memindahkan, menampung dan mengoplos bahan bakar minyak. Penyalahgunaan 

bahan bakar minyak untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara 

memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari mencampur salah satu jenis 

bahan bakar minyak baik jenis solar, premium, pertalite, dan pertamax yang 

kemudian dicampur  dengan minyak mentah untuk kemudian dijual kembali 

dengan harga yang lebih rendah di suatu tempat atau daerah yang memiliki 

kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU.  

 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan kasus 

penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi pada tahun 2019 melonjak sangat 

tinggi. Tahun 2019 jumlah kasus penyalahguunaan sebanyak 404 kasus, 

meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 sebanyak 260 kasus. Tahun 2018 lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 187 kasus.4 Kasus penyalahgunaan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal makin banyak ditemui diberbagai 

tempat baik di desa maupun di kota. Salah satu kasusnya terjadi di Provinsi 

Lampung, tepatnya di Daerah Gunung Sugih Lampung Tengah. Kasus ini telah 

selesai diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Putusan 

Studi Putusan No. 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns.  

 

Selasa, 09 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB di Dusun III Kamp. Payung Rejo Kec. 

Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa M. Basir Bin Simpar telah 

melakukan perbuatan meniru, memalsukan, atau mengoplos Bahan Bakar Minyak 

dan Gas Bumi hasil olahannya sendiri. Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 

 
4 CNBC Indonesia, Penyalahgunaan BBM di 2019 makin tinggi 404 Kasus, Di akses pada hari 

Selasa tanggal 8 Juni 2020 pukul 16.22 WIB. 
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ia telah melakukan pengoplosan dan niaga BBM secara ilegal. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia pengoplosan merupakan kegiatan mencampur sesuatu 

yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya 

berkurang. Pengoplosan tersebut dilakukan dengan cara mencampur bahan bakar 

minyak mentah dengan jenis premium, pertalite, ataupun pertamax dan karena 

hasil dari pengoplosan tersebut kurang bagus, Terdakwa menambahkan pewarna 

agar minyak opolosannya menyerupai bahan bakar minyak asli. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia niaga adalah kegiatan jual beli dan 

sebagainya untuk memperoleh keuntungan. Niaga yang dilakukan pelaku yaitu 

dengan cara menjual bahan bakar minyak oplosan dengan memajang minyak 

tersebut di depan rumah dalam untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).5 

 

Penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi menemukan barang bukti berupa 20  

Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna 

diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 Jerigen ukuran 35 Liter 

yang berisikan ± 175 Liter diduga bahan bakar minyak campuran jenis premium, 

1 Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan ± 15 Liter jenis Premium, 1 buah corong 

warna merah dan 1 buah ember warna silver. Terdakwa melakukan penjualan 

bahan bakar minyak oplosan dengan cara menjual sendiri di rumah dengan cara 

memajang minyak tersebut di depan rumah, tepatnya dipojok warung agar dapat 

terlihat oleh orang yang melintas di depan rumah. Terdakwa menjual bahan bakar 

 
5 Putusan Pengadilan Pelaku Bahan Bakar Minyak Oplosan di Pengadilan Gunung Sugih, Nomor: 

443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns. 
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minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan jerigenan dengan harga 

per-jerigen sebesar Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).6 

Studi Putusan No. 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, Terdakwa melakukan tindak 

pidana, karena terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 53 huruf (d) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi karena melakukan 

niaga tanpa izin usaha niaga, dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda 

sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan 

penjara. Berdasarkan keterangan Terdakwa sudah jelas bahwa Terdakwa dikenai 

pasal berlapis yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf (a), (c), (d) dan Pasal 54.7  

 

Rumusan pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:  

Pasal 53 

 

Setiap orang yang melakukan: 

a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha 

pengelolahan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling 

tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) 

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha 

pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan 

denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) 

c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha 

penyimpanan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 tahun dan denda 

paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) 

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 

Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) 

 

 

 

 

 
 

6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Pasal 54 

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas 

Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).8 

 

Permasalahan utama dari pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah perbuatan pengelolaan, 

penyimpanan, niaga menjual tanpa izin dan pengoplosan atau pemalsuan bahan 

bakar minyak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak perlu mendapat perhatian khusus, 

sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan 

ganjaran yang setimpal. Dalam kasusnya di dalam Undang–Undang Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terdakwa seharusnya dikenai pasal 

yang sesuai dengan perbuatannya yaitu mengoplos atau pemalsuan bahan bakar 

minyak dan dapat dikenai beberapa pasal sehingga putusan tersebut harus adil dan 

sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.  

 

Hal utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah terdakwa jelas 

melakukan beberapa tindak pidana dan dapat dikenai tindak pidana perbarengan 

atau delik khusus concursus dengan penerapan sanksi pidana suatu perbarengan 

harusnya diancam pidana pokok yang paling berat yang seharusnya dikenai Pasal 

54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena 

terdakwa jelas melakukan kegiatan mengoplos atau memalsukan bahan bakar 

minyak yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sendiri. 

Uraian kasus diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

 
8 Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
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“Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak. (Studi Putusan No: 

443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak 

pidana pengoplosan bahan bakar minyak? 

b. Apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak tindak pidana 

pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan secara 

substantif? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu ini adalah bagian dari analisis putusan hakim yang membahas 

tentang tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak berdasarkan Undang-

Undang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi 

penelitian di wilayah hukum Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2021. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang dilksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan 

kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud.  

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak dalam putusan (Studi Putusan 

No: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns). 

b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak 

tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan 

secara substantif. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang 

berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak. 

b. Kegunaan Praktis  

1. Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

2. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan 

gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang 

berkepentingan khususnya dalam memberantas tindak pidana 

pemalsuan/pengolposan bahan bakar minyak. 

 

 

 

 

 



9 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk peneliti.9 Penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori dalam 

penal dan nonpenal. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah. 

Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:  

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak boleh menjatuhkaan 

pidana tersebut apabila kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).10 Alat bukti sah 

yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Saksi; (d). 

Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui 

sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).  

 

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili  

yang kemudian memberikan hasil keputusan sebagai berikut: 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana. 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana.11  

 
9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. 1984. hlm. 125. 
10 Sadjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1997, hlm. 11. 
11 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986, hlm.74. 
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Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat 

yuridis ataupun non-yuridis, yaitu: 

1. Pertimbangan yuridis  

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 

pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang 

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 

yang bersifat yuridis di antaranya: 

a. Dakwaan jaksa penuntut umum. 

b. Tuntutan pidana. 

c. Keterangan saksi. 

d. Keterangan terdakwa.  

e. Barang-barang bukti. 

f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak. 

 

2. Pertimbangan Non-yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat 

pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup 

untuk menentukan nilai keadilan dalam memutus pengurangan sanksi pidana 

terhadap Terdakwa yang mengembalikan kerugian dalam suatu tindak pidana 

tanpa dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, 

kriminologis dan filosofis.12  

      

 
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.105. 
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Mazkenzie menyatakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, 

yaitu:  

1. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan 

terdakwa. 

 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi 

dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan 

bagi pihak yang berpekara. 
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6. Teori Kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori 

ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. 

Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang 

tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan 

melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.13 

 

Tugas yang utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara tindak pidana hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif dalam menentukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, yang dimana menurut 

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas 

moral yang baik.  

 

b. Teori Keadilan Substantif  

Keadilan menurut terminology hukum diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat 

diterima oleh akal sehat yang adil. Sementara adil adalah tidak memihak dan 

berpihak kepada suatu masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. 

Keadilan dalam ilmu filsafat adalah jika dapat dipenuhinya dua prinsip, yaitu: 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil.14  

 

Keadilan substantif harus sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, yaitu 

tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-

hak substantif penggugat. Dalam artian bahwa apa yang secara formal-prosedural 

 
13 Ibid, hlm, 105-106. 
14 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 27. 
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benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.  

Sebaliknya, apa yang secara formal salah, bisa dibenarkan jika secara materiil dan 

substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural 

asalkan tidak melanggar substansi keadilan).  

 

Keadilan substantif harus berdasarkan kepada nilai-nilai fundamental yang 

terdapat dalam hukum. Sehingga hal-hal lain pada aspek prosedural akan 

dinomorduakan. Secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat 

bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, 

dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala 

sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, setiap 

hal harus dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak. 

Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan 

sama untuk memperoleh keadilan.15  

 

Hukum harus ditegakkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari suatu 

pihak atau anggota masyarakat tertentu kepada masyarakat lain sebagai akibat dari 

tindak pidana yang dilakukannya16 

 

2.  Konseptual  

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa kerangka konseptual adalah suatu 

kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

 
15 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. Di akses pada hari 

Jumat tanggal  6 Oktober 2020 pukul 19.21 WIB. 
16 Wildan Suyuthi, Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003, hlm. 3. 
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merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, 

baik dalam penelitian normatif maupun empiris.17 Hal ini dilakukan dan 

dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. 

Maka akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam 

penelitian, sehingga akan memberikan penafsiran terhadap beberapa istilah. 

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.18 

b. Putusan Hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya 

dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui 

proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 

dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.19 

c. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan20 

d. Pelaku Pengoplosan menurut KKBI adalah seseorang yang melakukan suatu 

proses atau cara mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang 

lain sehingga kadar keasliannya berkurang (tentang minyak tanah, bensin, dan 

sebagainya. 

 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 124. 
18 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 54. 
19 Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar 

Maju. 2007. hal 127 
20 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara. 

Jakarta 1983. hlm. 46. 
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e. Bahan bakar minyak dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian bahan bakar 

minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.21 

f. Izin usaha adalah izin usha merupakan suatu bentuk persetujuan atau 

pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatam 

usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.22  

 

E.  Sistematika Penulisan 

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka 

penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun 

sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mengungkap fenomena 

di lapangan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai putusan hakim, pembuktian pidana, tindak 

pidana pemalsuan/pengoplosan bahan bakar minyak. 

 

 
21 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
22 Merdeka354, Pengertian Ijin Usaha dan Jenisnya. Di akses pada hari Kamis tanggal 09 Juli 

2020, Pukul 16.17 WIB.   



16 

 

III. METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan 

Data serta Analisis Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim 

Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak pada Perkara Nomor: 

443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns. 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 



17 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan   

1. Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang dimana melanggar 

norma yang hidup di masyarakat. Menurut Moeljanto, Tindak pidana adalah suatu 

kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi 

suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.23  

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman.24 Berdasarkan pendapat Moeljanto mengenai tindak 

pidana merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu perbuatan 

(manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), 

bersifat melawan hukum (syarat materiil).25  

 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang kemudian dirumuskan dalam 

undang-undang, bersifat melawan hukum, yang memiliki kemampuan 

bertanggungjawab tanpa adanya alasan pemaaf. Seseorang yang berbuat pidana 

 
23 Tri Andrisman, Buku Ajar Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70. 
24 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009. hlm. 83. 
25 Diah Gustianti, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Bandar Lampung, Pusaka Media, 

2018, hlm. 76. 
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akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang. 

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.26  

 

Tindak pidana merupakan kejahatan atau perbuatan jahat yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 

dan disertai dengan sanksi yang dilanggar. Dalam rumusan tersebut ditentukan 

beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi 

sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. 

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang 

dengan ancaman pidana kalau dilanggar.27  

2. Pemidanaan  

Penggunaan istilah pidana diartikan kedalam beberapa pengertian yang sama, dan 

sering juga digunakan istilah-istilah yang lain seperti, hukuman, penghukuman, 

pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto 

memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik 

itu.28 Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:  

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.  

 
26 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 

2001, hlm. 20. 
27 Ibid. 
28 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186. 
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b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).  

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut Undang-Undang.  

d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri 

seseorang karena telah melanggar hukum.29 

 

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP baru dalam Pasal 52 RUU KUHP 

Tahun 2019, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:  

a. Mencegah  dilakukannya Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  

hukumdemi  pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat;  

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan  

pembimbingan  agar  menjadi  orang yang  baik  dan  berguna; 

c. Menyelesaikan  konflik yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,  

memulihkan keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan damai 

dalam masyarakat;  

d. Menumbuhkan rasa penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada 

terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat 

manusia.30  

 

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu sebagai 

golongan teori pembalasan (absolute), golongan teori tujuan (relatif) dan 

kemudian ditambah golongan teori gabungan.  

a. Teori Pembalasan (Absolute) 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan 

suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus 

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, 

dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu 

sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut 

 
29 Ibid, hlm. 45. 
30 Pasal 52 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019. 
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teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.31  

 

b. Teori Tujuan (Relatif) 

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk 

perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, 

dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori 

tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut 

itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif 

ditunjuk kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang 

yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.  

 

c. Teori Gabungan  

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori 

gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang 

dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama 

yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori 

ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan 

teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar 

pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu: 

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, 

mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka 

terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut 

kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. 

 
31 Ibid. hlm. 41. 
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2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana 

dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan 

yang dikehendaki. 

3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni 

mempertahankan tertib hukum. 

 

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, 

sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute 

(keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang 

dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa: 

1. Pemulihan ketertiban; 

2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (general prefentiev); 

3. Perbaikan pribadi terpidana; 

4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan; 

5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

 

Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori 

absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan 

yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus 

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. 

 

Pemidanaan menurut kesimpulan diatas adalah suatu penderitaan atau nestapa 

yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan 

pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegah kejahatan. 

Kemudian perangkat pemidanaan tersebut bertujuan pencegahan, perlindungan 

masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/penimbangan.  
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan kepada 

teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum itu, 

hakim berfungsi memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, dimana hal itu 

tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang menetukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.32 

 

Hakim dalam menjatuhkan putusan digunakan sebagai bahan analisis tentang 

orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting untuk 

melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan harus sesuai tujuan pemidanaan yang 

telah ditentukan. Secara umum, putusan hakim yang tidak berdasarkan pada 

orientasi yang benar atau tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah 

ditentukan maka akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan 

kejahatan dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. 

 

Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana harus berdasar atas pertimbangan-

pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak 

pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat 

yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. 

 

 

 
32 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2010, hlm.103. 
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1. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 

putusan.  

Pertimbangan yang bersifat yuridis:  

a. Dakwaan jaksa penuntut umum; 

b. Keterangan saksi; 

c. Keterangan terdakwa; 

d. Barang-barang bukti; 

e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.  

 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan 

dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang 

bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan 

nonyuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab 

hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan 

pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang 

melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut 

dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.33 

 

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang harus mengandung keadilan dan 

 
33 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 20. 
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mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi 

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.34 

 

Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 

merupakan kekuasaan khusus bagi hakim yang harus dihormati oleh semua pihak. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

C. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi  

Pada tanggal 23 November 2001 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar 

pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak 

sesuainya lagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

1960 dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik dalam taraf nasional 

maupun intenasional. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanan 

Kegiatan Usaha Hulu Migas; 

 
34 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004, hlm. 140. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi Melalui Pip; 

3. Peraturan Pemeritah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk 

Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas. 

 

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude oil, 

sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural 

gas.35 Pengertian minyak bumi didalam Pasal 1 Ayat (4) yaitu “bahan bakar yang 

berasal dan diolah dari miyak bumi” sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah 

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau 

ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak 

termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang di 

peroleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi”. 

 

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan 

usaha Hulu dan kegiatan usaha Hilir (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 Tentang Minyak Dan Gas bumi). Kegiatan usaha Hulu mencakup Eksplorasi 

dan Eksloitas sedangkan kegiatan usaha Hilir diatur dalam Pasal 1 Angka 10, 

 
35 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indoneisa, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 277. 
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Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.  

 

Kegiatan usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan 

melalui kontrak kerja sama, dan paling sedikit membuat persyaratan:  

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik 

penyerahan;  

2. Pengendalian manajemen operasi pada badan pelaksanaan;  

3. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.  

SNI (Standar Nasional Indonesia) menjelaskan eksplorasi adalah suatu kegiatan 

penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, 

ukuran, bentuk, letak, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk 

kemudian dapat dilakukan analisis/kajian sebelum kemudian dilakukannya 

pertambangan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi dalam Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan bahwa “Eksplorasi adalah 

kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk 

menemukan danmemperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di 

Wilayah kerja yang di tentukan.  

 

Eksploitasi menurut kamus hukum adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan 

korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 

paksa, perbudakan atau praktik perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan 

fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahakan atau 

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
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kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 

materil maupun immateril. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia 

eksploitasi adalah pengusahaan pendayagunaan nikel di daerah itu di lakukan oleh 

perusahaan asing atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dan pengisapan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

dalam Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan dengan jelas bahwa ekspoitasi adalah 

“rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi 

dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian 

sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk 

pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain 

yang mendukungnya”. Jadi eksploitasi adalah tindakan yang terus menerus atau 

berkelanjutan setelah dilakukannya eksplorasi dan hasil dari ekplorasi ini 

menununjukan adanya sumber minyak dan gas bumi.  

 

D. Tindak Pidana Terhadap Pengoplosan Bahan Bakar Minyak  

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam 

Pasal 28 Ayat (1) bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan 

di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar 

dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dalam memasarkan hasil 

bahan bakar minyak harus memiliki standard dan memiliki izin untuk 

mengedarkannya. Banyaknya kasus yang mengoplos bahan bakar minyak yang 

dipasarkan kepada masyarakat secara illegal menunjukan bahwa kurangnya 

penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan undang-

undang.  
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Tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak adalah tindak pidana yang 

berhubungan dengan tindakan pemalsuan bahan bakar minyak. Bahan bakar 

minyak yang dioplos tidak bisa dibedakan langsung dengan kasat mata. Bahan 

bakar minyak yang dioplos memiliki campuran jenis bahan bakar minyak yang 

sama seperti, Premium, Pertalite, Pertamax ataupun jenis lainnya yang kemudian 

dicampur dengan minyak mentah dan pewarna sehingga tidak memiliki perbedaan 

jika dilihat.  

 

Ketentuan pidana pengoplosan/pemalsuan bahan bakar minyak diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tetang Minyak dan Gas Bumi Pasal 54  

yaitu Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas 

Bumi olahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lambat enam tahun dan denda paling tinggi Rp. 6.000.0000.000,00 

(enam puluh  miliar rupiah).   

 

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan         

usaha gas bumi dibedakan atas:  

1. Izin usaha pengolahan; 

2. Izin usaha pengangkutan; 

3. Izin usaha penyimpanan; 

4. Izin usaha niaga.  

 

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan izin usaha dan tindak pidana perniagaan, 

secara tagas telah diatur didalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dimana setiap orang yang 

menyalahgunaan niaga bahan bakar minyak, baik minyak bumi, bahan bakar gas 
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maupun yang merupakan hasil olahan oleh Pemerintah, tanpa adanya izin dari 

pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha 

dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti 

antara lain kegiatan penyimpangan alokasi, pengangkutan, penjualan dan 

pengoplosan bahan bakar minyak. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud 

dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak 

pidana yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Barang siapa dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari satu Izin Usaha sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan 

pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha 

pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan memiliki izin usaha 

pengolahan.  

 

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan niaga juga 

dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang 

yang digunakan untuk untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan, bahwa kegiatan usaha 
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hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah 

yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan penyimpanan 

bahan bakar minyak. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika 

tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka 

kegiatan usaha tersebut dianggap illegal. 

 

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan 

gas bumi. Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha 

untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/laba. Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 dalam penegakan hukumnya, memuat ketentuan pidana yang diatur 

dalam Bab XI, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas.36 Ketentuan tindak pidana niaga 

bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf (d) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Niaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 

30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”. Berdasarkan apa yang terdapat 

dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Miyak 

dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah 

kegiatan yang di lakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, 

 
36 Syaiful Bakhri, Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam 

PerundangUndangan, Jakarta, Total Media, 2012,  hlm. 139. 
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ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri 

Energi dan Sumber Daya Alam. 

 

E. Keadilan Substantif 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut 

maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. 

 

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu 

hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai 

dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bisa 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan itu tanpa tahu 

aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu 

pada tempatnya.  

 

Katagori keadilan dalam teori ilmu hukum ada dua, yaitu keadilan prosedural dan 

keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasari pada 

ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal.37 Keadilan 

 
37 Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jakarta, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesial, 2010, hlm. 56. 
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substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang 

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek 

prsedural akan di ‘nomorduakan’. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait 

dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang harus dibuat berdasar pada pertimbangan rasionalitas, kejujuran, 

objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasar pada 

hati nurani hakim.38  

 

Keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak dapat dipisahkan. Ketaatan 

terhadap prosedur akan menghasilkan keadilan prosedural, dan keadilan 

substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural tidak diindahkan, keadilan 

substansial juga akan sulit tercapai jika keadilan prosedural tidak diperhatikan, 

sehingga keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan substansial.39 

Keduanya terkait erat satu sama lain, sehingga keadilan ini semestinya harus dapat 

disinergikan dan diakomodir secara proporsional, meskipun dalam batas-batas 

tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak 

dapat dikompromikan.40  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

 
38 M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa Tanah  Magersari, 

Jurnal Yudisial Vol.7. 
39 Cekil Setya Pratiwi, Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam 

Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 222/PID/B/2010/PT SBY, 

Jurnal Humanity Vol. 9 No.1, hlm. 172. 
40 Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jurnal hukum 

Ius Quia Iustum, 2010, hlm. 230. 
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substansinya melanggar keadilan. Dengan demikian, Keadilan substantif adalah 

keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil 

galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal 

undang-undang yang berlaku. 
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III. METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara 

yuridis normatif digunakan untuk pendekatan memahami persoalan pada lapangan 

dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dengan cara 

menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah 

pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan 

dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam 

masalah yang diteliti.41 Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai 

dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 

pemalsuan Bahan Bakar Minyak. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.42 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu: 

 

 
41 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 51. 
42 Ibid. hlm. 11. 



35 

 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan, 

baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini 

adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan 

skripsi ini.  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi 

data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, 

yang terdiri dari:  

a. Bahan hukum primer, antara lain:  

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta 

memahami bahan hukum primer yang sesuai dengan penelitian ini, seperti 

literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini.  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang berisi seperti teori/pendapat para ahli, kamus, bibliografi, 

karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil 
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penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalam proposal skripsi ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan 

dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.43 Prosedur 

sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu suatu metode 

pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel 

berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.44 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih           = 2 Orang 

2. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas 

 Lampung       = 1 Orang + 

     Jumlah             = 3 Orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan (Library research) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan 

informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih 

menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-

lain yang berkaitan dengan permasalahan.  

 
43 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Bhineka Cipta, 1996, hlm.79. 
44 Ibid., hlm. 91. 
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b. Studi Lapangan (Field research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai 

usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun 

dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis.  

 

2. Pengelolaan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan 

diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai 

dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya 

kesalahan data. 

b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga 

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan 

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data. 

 

E. Analisis Data 

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya 

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan 

menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, 

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan 

dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan 

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan 
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metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. 
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V. PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

pengoplosan bahan bakar minyak ditinjau dari Putusan Nomor: 

443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, bahwa terdakwa terbukti melakukan beberapa 

tindak pidana di dalam Pasal 53 huruf (a), (c), (d) tentang izin usaha dan Pasal 

54 tentang pengoplosan atau pemalsuan bahan bakar minyak Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Jaksa Penuntut Umum 

menjatuhkan jenis dakwaan alternatif serta dikenai hukuman pidana 

sebagaimana Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak dan Gas Bumi niaga sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut. 

Hakim mempertimbangkan tiga aspek yaitu yang pertama aspek yuridis, 

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa 

izin usaha niaga dengan bukti yang ada dan dikenai hukuman pidana 

sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, aspek filosofis yaitu 

hukuman denda dan penjara diberikan agar terdakwa merasa menyesal atas 

pebuatannya dan tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Dan yang 

ketiga yaitu aspek sosiologis yang mempertimbangkan latar belakang sosial 
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terdakwa berdasarkan faktor sosial dan faktor ekonominya dan memperhatikan 

agar pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selain itu 

hakim mempertimbangkan prinsip keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, 

pendekatan keilmuan, pengalaman, Ratio Decidendi, dan kebijaksanaan. 

Pelaku melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dengan tujuan 

memperoleh keuntungan pribadi dengan mempertimbangkan keuntungan yang 

diperoleh terdakwa tidak bernilai besar. Hakim memberikan sanksi yang 

seimbang sebagai ganjarannya dan bukan dilihat dari perbuatan yang dilakukan 

pelaku pengoplos bahan bakar minyak yaitu dikenai Pasal 53 huruf (d) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 

dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga. 

2. Pada Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, hakim sudah memenuhi 

rasa keadilan substantif, dimana hakim dalam menjatuhi putusan pidana tidak 

hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu 

ketentuan norma yang berkembang dalam masyarakat dan berdasarkan hasil 

galian atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Melihat Terdakwa 

yang merupakan tulang punggung keluarga, melakukan tindak pidana karena 

kebutuhan ekonomi dan melakukannya baru pertama kali. Hakim 

mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. 

Hakim menuntut Terdakwa dikenal Pasal 53 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah melakukan Tindak Pidana 

Niaga Minyak Bumi dan dianggap telah melakukan suatu tindak pidana 

penyalahgunaan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga. 
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B. Saran 

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan analisis tindak pidana pengoplosan 

bahan bakar minyak adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Majelis Hakim yang menangani tindak pidana pengoplosan bahan 

bakar minyak diharapkan untuk mempertimbangkan kembali fakta yang terjadi 

dimasyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana yang 

berhubungaan dengan bahan bakar minyak karena bahan bakar minyak 

merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pemberian sanksi pidana 

yang maksimal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pengoplosan 

bahan bakar minyak di masyarakat. Selain itu pemberian pidana yang sesuai 

agar memberikan efek jera kepada para terdakwa dan sebagai upaya untuk 

mengantisipasi agar perbuatan pengoplosan bahan bakar minyak palsu yang 

beredar dimasyarakat. 

2. Hendaknya hakim bukan hanya berfokus kepada pelaku yang melakukan tindak 

pidana pengoplosan bahan bakar minyak, tetapi juga berusaha untuk menarik 

akar permasalahan kasus secara lebih mendalam, sehingga dapat diketahui latar 

belakang mengapa pelaku dapat melakukan kegiatan pengoplosan bahan bakar 

minyak dan bagaimana bahan bakar minyak secara illegal bisa didapatkan. Hal 

ini bertujuan agar hakim dapat mengupas tuntas kasus penjualan bahan bakar 

minyak oplosan agar tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat yang akan 

datang. 
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